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Abstract  
 

The research aims to determine districts / cities that experience fiscal distress financial 

conditions and factors that affect the financial condition of district / city fiscal distress. The 

research method uses a cluster test analysis tool using K-mean cluster cluster hierarchy 

and multiple regression tests consisting of F test and R² test. The results of the research 

resulted in 3 clusters namely cluster 1 containing 407 districts / cities that have low Zscore 

FinancialIndependence, low Zscore Budgetary Solutions, and low Zscore (DSCR). Cluster 

2 contains 64 districts / cities that have Zscore FinancialIndependence above average, 

Zscore BudgetarySolvency above average, and low Zscore (DSCR). Cluster 3 contains 37 

districts / cities that have low Zscore FinancialIndependence, Zscore BudgetarySolvency 

which are above average, and Zscore DSCR that are above average. Based on the F test, 

that is to test simultaneously the influence of Financial Independence and Budgetary 

Solvency variables on DSCR. The value of Fcount is 387,182, this value is greater than 

Ftable 3,013 (Fcount > Ftable). So it can be concluded that Financial Independence and 

Budgetary Solvency have an effect on DSCR. 
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Abstrak  
 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kabupaten/kota yang mengalami kondisi keuangan 

fiscal distress dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan fiscal distress 

kabupaten/kota. Metode penelitian menggunakan alat analisis uji klaster menggunakan 

klaster hierarki K-mean Klaster dan uji regresi berganda yang terdiri dari uji F dan uji R². 

Hasil peneltian menghasikan 3 klaster yaitu klaster 1 berisi 407 kabupaten/kota yang 

memiliki Zscore FinancialIndependence yang rendah, Zscore BudgetarySolvency yang 

rendah, dan Zscore (DSCR) yang rendah. Klaster 2 ini berisi 64 kabupaten/kota yang 

memiliki Zscore FinancialIndependence di atas rata-rata, Zscore BudgetarySolvency di atas 

rata-rata, dan Zscore (DSCR) yang rendah. Klaster 3 ini berisi 37 kabupaten/kota yang 

memiliki Zscore FinancialIndependence yang rendah, Zscore BudgetarySolvency yang di 

atas rata-rata, dan Zscore DSCR yang di atas rata-rata. Berdasarkan, uji F yaitu pengujian 

secara serentak pengaruh variabel Financial Independence dan Budgetary Solvency 

terhadap DSCR. Besarnya  nilai Fhitung sebesar 387,182 nilai ini lebih besar dari Ftabel 

3,013 (Fhitung > Ftabel). Sehingga dapat disimpulkan Financial Independence dan 

Budgetary Solvency berpengaruh terhadap DSCR.   

 

Kata Kunci: Budgetary Solvency, DSCR,  Fiscal Distress, Financial Independence 
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PENDAHULUAN 

Istilah kesulitan fiskal (fiscal distress) dikemukakan sesuai dengan pendekatan 

metodologis yang berbeda untuk merujuk pada realitas yang sama (Hendrick, 2004). 

Cabaleiroet et al. (2013) menunjuk dalam banyak kasus berbagai istilah yang 

ditunjukkan dalam literatur telah digunakan secara bergantian. Pemerintah yang tidak 

dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya melalui anggaran yang dimiliki 

selama beberapa periode tahun anggaran dalam literature keuangan publik digunakan 

istilah kesulitan keuangan (fiscal distress). Kloha et al. (2005) mendefinisikan kesulitan 

fiskal (fiscal distress) sebagai kegagalan untuk memenuhi standar dalam hal posisi 

operasi, utang, dan kebutuhan masyarakat dan sumber daya selama bertahun-tahun 

secara berturut-turut. 

Pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia 

anggarannya banyak didominasi transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana 

perimbangan. Ketergantungan yang sangat tinggi pemerintah daerah kepada pemerintah 

pusat berdampak pada kondisi keuangan APBD dipengaruhi oleh kondisi keuangan 

APBN. 

Kondisi keuangan pemerintah pusat saat ini sangat tergantung dengan utang luar 

negeri. Besarnya utang sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan 

yang sangat signifikan. Kondisi ini diperparah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar 

yang semakin melemah. Berikut ini data yang peneliti rangkum dari berbagai sumber : 

 

Tabel 1. 

Jumlah Utang Luar Negeri dan Nilai Tukar Rupiah Tahun 2014-2018 

Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 

Jumlah Utang (Dalam 

Triliun) 

2.608,78 3.165,13 3.515,46 3.999,25 4.418,3 

Nilai Tukar Rp Terhadap $ 

US 

12.030,00 14.650,00 13.645,00 13.500,00 14.684,00 

Sumber : dirangkum dari berbagai sumber 

 

Peningkatan utang luar pada tabel 1 tidak diikuti dengan penambahan anggaran 

untuk kabupaten/kota di Indonesia, tetapi justru terjadi penurunan anggaran. Kondisi 

keuangan negara yang semakin sulit berdampak kepada kondisi keuangan pemerintah 
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daerah. Dengan kondisi keuangan yang semakin menurun tentu saja berdampak pada 

pengeluaran dana untuk pembangunan.  

Penelitian tentang kondisi keuangan sektor bisnis telah banyak dilakukan, berbeda 

dengan penelitian untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah, masih sedikit 

dilakukan. Penelitian untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah  menggunakan 

berbagai dimensi dan indikator, diantaranya  Groves et al., 1981; Brown, 1993; Brown, 

1996; Hendrick, 2004; Honadle et al ., 2003; Kleine et al., 2003; Kloha et al., 2005; 

Nollenberger et al., 2003; Wang et al., 2007; Zafra-Gómez et al. , 2009a; Zafra-Gómez 

et al., 2009b. Berdasarkan uraian di atas, sangat penting untuk melakukan penelitian 

untuk memprediksi serta menganalisis fiscal distress (kesulitan fiskal) pemerintah 

daerah. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kabupaten/kota mana saja di Indonesia yang mengalami kondisi keuangan fiscal 

distress ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi keuangan fiscal distress 

kabupaten/kota ? 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kabupaten/kota yang mengalami kondisi 

keuangan fiscal distress dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi 

keuangan fiscal distress kabupaten/kota.   

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk mengelompokkan/mengklaster kabupaten/kota berdasarkan financial 

independence, budgetary solvency dan DSCR. Selanjutnya financial independence dan 

budgetary solvency akan diregresi dengan DSCR. Populasi penelitian ini adalah 

kabupaten/kota yang menerbitkan laporan realisasi anggaran dan neraca selama tahun 

2014 sampai dengan tahun 2018. Penelitian ini menjadikan semua populasi menjadi 

sampel penelitian sebanyak 508 kabupaten/kota di Indonesia.  

Metode analisis data dengan tahapan : (a) melakukan uji klaster menggunakan 

klaster hierarki K-mean Klaster, dengan 3 langkah Hair et al. (2014), (b) melakukan uji 

asumsi klasik, (c) melakukan uji regresi berganda yang terdiri dari uji F dan uji R². 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Klaster 

Pengklasteran terhadap 508 kabupaten/kota berdasarkan Financial Independence, 

Budgetary Solvency dan Debt Service Covarage Ratio (DSCR). Berikut ini adalah Tabel 

2 Final Hasil Klaster dan Jumlah Anggotanya. 

 

Tabel 2. 

Final Hasil Klaster dan Jumlah Anggotanya 

 Klaster 

1 2 3 

Zscore(FinancialIndependence) -.24331 1.96713 -.72618 

Zscore(BudgetarySolvency) -.22857 .06780 2.39695 

Zscore(DSCR) -.16730 -.34638 2.43944 

Jumlah Kab/Kota 407 64 37 

 

Pada output di Tabel 2 Final Hasil Klaster dan Jumlah Anggotanya dapat 

disimpulkan, bahwa Dalam klaster 1 ini beranggotakan 407 kabupaten/kota yang 

memiliki Zscore FinancialIndependence yang rendah, Zscore BudgetarySolvency yang 

rendah, dan Zscore DSCR yang rendah. Klaster 2 beranggotakan 64 kabupaten/kota 

yang memiliki Zscore FinancialIndependence di atas rata-rata, Zscore 

BudgetarySolvency di atas rata-rata, dan Zscore DSCR yang rendah. Klaster 3  

beranggotakan 37 kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence yang 

rendah, Zscore BudgetarySolvency yang di atas rata-rata, dan Zscore DSCR yang di 

atas rata-rata. 

Analisis Regresi Berganda 

Pengujian pengaruh Financial Independence dan Budgetary Solvency terhadap 

DSCR dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama kedua variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap DSCR dan variabel mana yang  lebih dominan. 

Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 3  

 

Tabel 3.  

Hasil Analisis Regresi 

Variabel Unstandardized 

Coefficients (B) 

thitung Sig Keterangan 

(Constant) -0,700    

FinancialIndependence (X1) - 0, 258 - 14,705 0,000* Signifikan 
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Variabel Unstandardized 

Coefficients (B) 

thitung Sig Keterangan 

BudgetarySolvency (X2) 2,528 20,028 0,000* Signifikan 

     

R                   =  0,78 

R Square      =  0,61 

F hitung        =  387,182 

F tabel          =  3,013 

Sig F             =  0,000 

Sumber : Data di olah 

Keterangan : - Jumlah data = 508 

  - * Signifikan  pada α 5%   

  - Variabel Dependen DSCR (Y) 

Hasil regresi menunjukkan nilai R
2
 adalah 0,61 hal ini berarti 61% variasi DSCR 

dapat dijelaskan oleh  variabel fisical Independence dan Budgetary Solvency. 

Sedangkan sisanya (100% - 61% = 39%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas dinyatakan dalam persamaan: 

DSCR = -0,700 –  0, 258Financial Independence + 2,528BudgetarySolvency + e 

Berdasarkan Tabel 3, uji F yaitu pengujian secara serentak pengaruh variabel 

Financial Independence dan Budgetary Solvency terhadap DSCR. Besarnya  nilai Fhitung 

sebesar 387,182 nilai ini lebih besar dari Ftabel 3,013 (Fhitung > Ftabel) pada  = 5%. Ketika 

kedua variabel tersebut diregres secara serentak terhadap DSCR, nilai t-statistik untuk 

Budgetary Solvency adalah sebesar 20,028 dan Financial Independence adalah - 14,705. 

Financial Independence lebih kecil daripada Budgetary Solvency, dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa signifikansi pengaruh Budgetary Solvency terhadap DSCR 

lebih kuat daripada pengaruh Financial Independence terhadap DSCR.   

 

PEMBAHASAN 

Kondisi keuangan pemerintah daerah menurut Berne dan Schramm (1986) yaitu 

kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Groves dkk. 

(1981) dan Nollenberger et al. (2003) menggambarkan kondisi keuangan pemerintah 

daerah sebagai kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai layanannya secara 

berkelanjutan.  

Groves dkk. (1981) dan Nollenberger et al. (2003) membedakan antara solvabilitas 

uang tunai, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas tingkat 
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layanan. Wang et al. (2007) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai 

tingkat solvabilitas keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari faktor solvabilitas tunai, 

solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas tingkat layanan 

Penelitian ini mengadopsi alat yang sama untuk mengukur fiscal distress yaitu 

solvabilitas anggaran dan menambahkan financial independence pada 508 

kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian ini melakukan klaster terhadap 

508 kabupaten/kota di Indonesia menggunakan pengukuran solvabilitas anggaran, 

financial independence dan DSCR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama 5 

tahun terdapat sebanyak 407 kabupaten kota yang memiliki fiscal independence, 

budgetary solvency dan DSCR di bawah rata-rata. Kondisi terbaik pada klaster 3 yang 

beranggotakan 37 kabupaten/kota di Indonesia, memiliki  fiscal independence di bawah 

rata-rata, budgetary solvency di atas rata-rata dan DSCR di atas rata-rata. Penelitian ini 

mendukung hasil temuan Sebastiana dan Cahyo (2016) bahwa desentralisasi fiscal 

kabupaten/kota di Jawa Timur sangat rendah. Ritonga et al (2012) yang meneliti 

kabupaten/kota di pulau jawa menginformasikan bahwa tren rasio solvabilitas anggaran 

menunjukkan tren menurun. Menurut Ritonga, meskipun rasio tersebut menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah masih memiliki kemampuan untuk menutupi pengeluaran 

mereka, pemerintah daerah harus berhati - hati dalam tahun fiskal mendatang karena 

suatu defisit operasi menentukan permulaan kesulitan keuangan. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa fiscal independence kabupaten/kota di 

Indonesia sangatlah rendah, seperti yang dikemukan oleh CICA (2007) fiscal 

independence adalah  kondisi di mana pemerintah daerah tidak ketergantungan terhadap 

sumber pendanaan dari luar, Menurut Surowka (2018) penyebabnya adalah keraguan 

pemerintah pusat dalam memberikan otonomi keuangan, pemerintah perlu 

mengevaluasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia Haryanto (2017).  

Penelitian ini melakukan juga uji regresi linier berganda dengan menggunakan 

variabel fiscal independence dan budgetary solvency guna memprediksi kemampuan 

pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang tercermin dalam DSCR. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa fiscal independence dan budgetary solvency 

berpengaruh terhadap DSCR. Pengaruh terbesar antara fiscal independence dan 

budgetary solvency terhadap DSCR adalah budgetary solvency.  
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SIMPULAN  

Kesimpulan penelitian ini sebegai berikut : 

1. Anggota klaster yang terbentuk terdiri dari 3 klaster, yaitu klaster 1 berisi 407 

kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence yang rendah, Zscore 

BudgetarySolvency yang rendah, dan Zscore (DSCR) yang rendah. Klaster 2 

berisi 64 kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence di atas 

rata-rata, Zscore BudgetarySolvency di atas rata-rata, dan Zscore (DSCR) yang 

rendah. Klaster 3 berisi 37 kabupaten/kota yang memiliki Zscore 

FinancialIndependence yang rendah, Zscore BudgetarySolvency yang di atas rata-

rata, dan Zscore DSCR yang di atas rata-rata. 

2. Pengujian secara serentak pengaruh variabel Financial Independence dan 

Budgetary Solvency terhadap DSCR. Kedua variabel berpengaruh signifikan 

terhadap variabel DSCR.   

Saran dan keterbatasan penelitian yang peneliti bisa berikan dari hasil penelitian 

ini adalah : 

1. Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa selama tahun 2014-2018, 

sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia mengalami kesulitan keuangan. 

Pemerintah pusat, pemerintah provisi, dan pemerintah kabupaten/kota harus 

memperhatikan belanja yang berbasiskan manfaat, melakukan penghematan 

menghindari pemborosan, salah alokasi ataupun mencegah terjadinya kebocoran.   

2. Hasil pengklasteran yang terbentuk menunjukkan perbedaan yang sangat besar 

kemampuan keuangan antar kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah pusat harus 

membuat formula yang lebih mengeliminasi horizontal imbalance antar 

pemerintah kabupaten/kota. 

3. Keterbatasan penelitian ini adalah belum memasukkan variabel bagi hasil pajak, 

bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dalam melakukan 

pengklasteran kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat 

memasukkan variabel tersebut serta melakukan treatment  dengan 

mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan wilayah Indonesia barat, Indonesia 

tengah dan Indonesia timur.  
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